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PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  

TENTANG  

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA 
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  

TAHUN ANGGARAN 2023  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA,  
 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) 
Peraturan Presiden Nomor 130  Tahun 202 2 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

202 3, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan 
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 202 3; 

   

Mengingat   : 1.  Pasal  17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskrimi nasi terhadap Wanita (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discriminat ion Against Women)  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 

29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3277);  

  3.  Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 17 Tahun 2016  tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tamb ahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5946);   



2023, No. 97 -2- 

  4.  Undang -Undang    Nomor    33    Tahun    2004    tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

  5.  Undang -Undang  Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian  Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 49 16);  

  6.  Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2022  Nomor 238, Tambahan Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ; 

  7.  Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (L embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575);  

  8.  Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2020 

Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2023 
Nomor 15);  

  9.  Peraturan Presiden Nomor 130  Tahun 20 22 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 202 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 202 2 Nomor 215);  

10.  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);  

11.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaa n Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);  
 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA 

PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 
ANGGARAN 202 3. 
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BAB I  
KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1  
Dalam  Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:   

1.  Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan 

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya 
disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan 

layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan  
termasuk tindak pidana perdagangan orang , anak yang 

berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak . 

2.  Kekerasan  Terhadap Perempuan yang selanjutnya 
disingkat KTP adalah setiap tindakan yang berakibat atau 

dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan 

perempuan secara fisik, psikis, atau seksual termasuk 

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan 
kemerd ekaan secara sewenang -wenang, baik yang terjadi 

di ruang publik atau pribadi, termasuk kekerasan dalam 

rumah tangga, kekerasan dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus, dan kekerasan dalam ketenagakerjaan.  

3.  Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat  KTA 

adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.   

4.  Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya 

disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian 

tindakan yang memenuhi unsur -unsur tindak pidana 
yang ditentukan dalam Undang -Undang mengenai 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

5.  Anak yang  Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya 
disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, 

anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana.  
6.  Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.  

7.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

8.  Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di 

bidang perlindungan anak.  
9.  Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah 

unit pelaksana teknis operas ional pada satuan kerja yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang 

berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi 
perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, 

diskriminasi, dan masalah lai nnya.  
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10.  Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 
adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau 

masyarakat yang melakukan upaya perlindungan 

perempuan dari kekerasan, baik dalam bentuk kegiatan, 
pelayanan, kebijakan, maupun administrasi.  

11.  Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus adalah lembaga berbadan hukum 
milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya 

pelayanan bagi anak korban kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lainnya.  
12.  Aplikas i Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya 

disebut ALAMANDA adalah aplikasi yang digunakan 
dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

Dana Pelayanan PPA yang meliputi proses perencanaan, 

pelaporan,  dan  monitoring . 

13.  Masyarakat  adalah orang perseorangan warga negara 
Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi 

kemasyarakatan.  

14.  Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak 
yang selanjutnya disebut BOPPA adalah dana operasional 

yang dialokasik an kepada daerah tertentu untuk 

mendanai kegiatan nonfisik untuk meningkatkan upaya 
pelayanan korban dan pencegahan kasus KTP dan KTA, 

serta dukungan manajemen pelaksanaan Dana Pelayanan 

PPA. 

15.  Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak 
Pelayanan ya ng selanjutnya disebut BOPPA Pelayanan 

adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik 
dalam memberikan pelayanan korban KTP, KTA , TPPO, 

ABH , dan Perkawinan Anak . 

16.  Bantuan Operasional Perlindungan Pe rempuan dan Anak 
Pencegahan yang selanjutnya disebut BOPPA Pencegahan 

adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik 
dalam melakukan upaya pencegahan KTP, KTA , TPPO, 

ABH , dan Perkawinan Anak . 

17.  Bantu an Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak 

Manajemen yang selanjutnya disebut BOPPA Manajemen 
adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik 

sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen dan 
penanganan kasus, termasuk sistem pencatatan dan 

pelaporan kasus . 

18.  Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan.  

19.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan di bidang pemberdayaan perem puan dan 
tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.  

20.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 
tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.  

 

Pasal  2 
Petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana 

Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.  

 

Pasal  3 
Dana Pelayanan PPA bertujuan  untuk membantu pendanaan 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia 

perlindungan perempuan dan anak.  
 

BAB II  

RUANG LINGKUP DANA PELAYANAN PPA  
 

Pasal 4  

Ruang lingkup Dana Pelayanan PPA  dilaksana kan dalam 
bentuk  BOPPA yang terdiri atas : 

a. BOPPA Pelayanan;  

b.  BOPPA Pencegahan; dan  
c. BOPPA Manajemen . 

 

Pasal  5 

BOPPA Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
a meliputi:  

a. layanan  medikolegal;  

b.  layanan pendampingan tenaga ahli ; 
c. layanan  rumah perlindungan ; 

d.  layanan  penjangkauan  dan pendampingan korban ; 

e. layanan gelar kasus;  
f.  layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial dan sumber pendanaan 

lainnya; dan/atau  
g. layanan spesifik untuk pemulihan korban.  

 

Pasal  6 

BOPPA Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b meliputi:  

a. pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor ;  

b.  pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi 
Masyarakat luas, terutama bagi kelompok Masyarakat 

yang rentan dan wilayah de ngan angka KTP, KTA, TPPO, 

ABH, dan Perkawinan Anak tinggi; dan/atau   
c. penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat . 

 

Pasal  7 
BOPPA Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c meliputi:  

a. pelatihan  manajemen dan penanganan kasus ; dan/atau  
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b.  pelatihan  pencatatan dan pelaporan  kasus . 
 

BAB III  

PENGELOLAAN DANA PELAYANAN PPA  
 

Pasal 8  

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA di daerah meliputi:  
a. perencanaan kegiatan dan penganggaran ; 

b.  pelaksanaan kegiatan;  

c. pelaporan; dan  
d.  pemantauan  dan evaluasi.  

 

Pasal  9 
(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Dana  

Pelayanan PPA  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf a sesuai kondisi dan kebutuhan daerah yang 

mengacu pada:  
a. Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran 

pendapatan dan belanja negara;  

b.  Keputusan  Menteri  mengenai  rincian alokasi Dana  
Pelayanan PPA; dan/atau  

c. informasi resmi mengenai alokasi dana transfer 

khusus tahun anggaran 202 3 yang dipublikasikan 
melalui portal kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan.  

(2) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri 

paling lambat tanggal 31 Januari 2023  secara ele ktronik  

melalui ALAMANDA.  

(3) Menteri melakukan penilaian dan persetujuan terhadap 
rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui 

ALAMANDA.  
(4) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Pelayanan PPA 

ke dalam anggaran p endapatan dan belanja daerah sesuai 

dengan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disetujui oleh 

Menteri melalui Sekretaris Kemen PPPA.  

(5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan 
alokasi antar BOPPA dalam rencana keg iatan Dana 

Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

kepada Menteri sesuai dengan kebutuhan daerah paling 

lambat pada bulan Agustus tahun berjalan dengan 
melampirkan:  

a. telaah an pentingnya perubahan dari kepala Dinas  

provinsi dan/atau kepala Dinas kab upaten/kota ;  
b.  surat  pengantar dari kepala daerah;  

c. surat pernyataan tanggung  jawab mutlak  dari kepala 

daerah ; dan  
d.  rincian rencana perubahan .  

(6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling 

banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi anggaran 
masing -masing BOPPA.  

(7) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

tidak mengurangi target sasaran yang telah ditetapkan 



2023, No. 97 
-7- 

dan mendapat persetujuan dari Menteri melalui Sekretaris 
Kemen PPPA.  

 

Pasal  10 
(1) Kemen PPPA dapat menyampaikan rekomendasi 

penghentian penyaluran Dana Pelayanan PPA dengan 

kondisi daerah menolak untuk menerima Dana Pelayanan 
PPA dengan melampirkan surat dari kepala daerah.  

(2) Surat rekomendasi penghentian Dana Pelayanan PPA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.  
 

Pasal 11  

(1) Pelaksanaan  kegiatan Dana  Pelayanan PPA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan  denga n 
ketentuan:  

a. BOPPA Pelayanan dilaksanakan  oleh UPTD PPA; dan  

b.  BOPPA Pencegahan dan BOPPA Manajemen 
dilaksanakan oleh Dinas . 

(2) Dalam hal daerah  belum  memiliki UPTD PPA  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, p elaksanaan  kegiatan 
Dana  Pelayanan PPA dilaksa nakan oleh Dinas . 

(3) Target sasaran pelatihan dalam BOPPA Manajemen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu 
petugas layanan UPTD PPA dan lembaga layanan lainnya 

yang ada di daerah.  

(4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat memban gun hubungan kerja yang didasarkan 
pada kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan  dan/atau Lembaga Penyedia 

Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 
Khusus.  

 

Pasal  12 
(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c 

disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke pada kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan dan  Kemen PPPA melalui Sekretari at  Kemen 

PPPA. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

laporan Dana Pelayanan PPA per jenis kegiatan yang 
terdiri atas:  

a. laporan realisasi penyerapan dana; dan  

b.  laporan realisasi penggunaan dana.  
(3) Selain laporan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

laporan kepada Kemen PPPA dilengkapi dengan kendala 

atau hambatan yang dihadapi dan rencana percepatan 
pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.  

(4) Laporan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dis ampaikan secara elektronik dan/atau 
nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan.  
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(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
ditujukan kepada Kemen PPPA disampaikan setiap 

triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhi r 

triwulan berjalan  secara elektronik melalui ALAMANDA . 
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan 
kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan 

pemerint ahan di bidang perencanaan pembangunan 

nasional sebagai bahan pemantauan dan evaluasi sesuai 
dengan kewenangannya masing -masing.  

 

Pasal 1 3 
(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf d dilakukan  oleh Menteri.  

(2) Dalam hal diperlukan, pemantauan dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.  

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  dilakukan secara terpadu yang d ilaksanakan oleh 

Sekretariat Kemen PPPA bersama:  

a. Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan;  
b.  Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak; dan  

c. Inspektorat.  

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat melibatkan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan di 

bidang pemerintahan dalam negeri, dan 
kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

nasional.  
(5) Pemantauan di laksanakan paling sedikit 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu -waktu jika diperlukan.  

(6) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun atau sewaktu -waktu jika diperlukan.  

 

Pasal 1 4 
(1) Pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA da lam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah  dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 

di bidang pengelolaan keuangan daerah.  
(2) Standar harga satuan dalam pengelolaan keuangan Dana 

Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengac u pada : 
a. Peraturan Kepala Daerah mengenai standar harga 

satuan daerah; atau  

b.  Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan 
regional , dalam hal daerah belum memiliki  mengenai 

standar harga satuan daerah.  

(3) Dalam hal standar harga satuan dalam pengelolaan 
keuangan Dana Pelayanan PPA tidak  diatur dalam 

Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), Pemerintah Daerah 
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dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah 
mengenai  standar satuan harga daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a.  

 
Pasal 15  

Dana Pelayanan PPA bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk 
mencapai prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan 

petunjuk  teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA tahun 

anggaran 202 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini.  

 
BAB IV  

KETENTUAN LAIN -LAIN  

 

Pasal 16  
Dana Pelayanan PPA yang diberikan kepada Pemerintah 

Daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk pelaksanaan 

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 
daerah.  

 

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  

 

Pasal 17  
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

a. dalam hal Pemerintah Daerah mendapat al okasi Dana 

Pelayanan PPA tahun 2023, sisa dana pelayanan tahun 

2022 wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah 
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 

anggaran 2023 dan akan diperhitungkan dalam 

penyaluran Dana Pelayanan PPA tahun 2023; da n 
b.  dalam hal daerah tidak mendapat alokasi 2023, dan masih 

terdapat sisa Dana Pelayanan PPA tahun 2022 maka sisa 

dana tersebut diperhitungkan dalam penyaluran dana 
alokasi umum atau dana bagi hasil tahun 2023.  

 

BAB V I 
KETENTUAN  PENUTUP 

 

Pasal 1 8 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1500), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  
 

Pasal 1 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan .     
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 
 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal  24 Januari 2023  
 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,  
 

ttd.  

 
I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI  

 

 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  25 Januari 2023  

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd.  
 

YASONNA H. LAOLY  
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